
 
 

 
SALINAN 

 

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG 
 

                                        NOMOR  :   065.1/Kep.853-DisKomInFo/2011 
  

TENTANG  

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KOTA BANDUNG 

 

WALIKOTA BANDUNG, 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang transparan, efektif dan efisien, maka penyelenggara 

pemerintahan sebagai badan publik wajib membuat dan 

mengembangkan penyediaan sistem layanan informasi publik untuk 

masyarakat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai penyedia, penyimpanan 

dan pendokumentasian informasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

 

3. Undang … 
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3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) Tahun 2005-

2025; 

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013; 

11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata 

Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan 

Walikota dan Instruksi Walikota; 

 

MEMUTUSKAN ... 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   :  

 KESATU   :  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 

 KEDUA   : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan 

KEDUA berkedudukan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 

KEEMPAT : Tugas pokok Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 

dan KEDUA adalah : 

1. menyediakan dan memberikan layanan informasi publik sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

2. menyebarluaskan informasi publik secara berkala kepada masyarakat; 

3. menghimpun, memelihara dan mendokumentasikan informasi publik; 

4. menerima dan/atau menolak informasi publik yang dimohon oleh 

masyarakat; 

5. menyampaikan laporan informasi dan dokumentasi yang dimohon 

kepada Koordinator setiap bulan; 

6. mendampingi koordinator dalam penyelesaian sengketa informasi; 

7. menyampaikan Laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu 

apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah 

Kota Bandung. 

KELIMA  : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi dibantu oleh Pejabat Fungsional yang memiliki kompentensi 

di bidang informasi dan dokumentasi. 

KEENAM  : Mekanisme pemberian informasi publik yang disampaikan kepada 

masyarakat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KETUJUH  : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. 

 

KEDELAPAN ... 
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KEDELAPAN  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bandung    
pada tanggal  9 November 2011 

    
       WALIKOTA BANDUNG, 

       TTD. 

      DADA ROSADA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 
1. Gubernur Jawa Barat; 
2. Wakil Walikota Bandung; 
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung; 
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung; 
6. Inspektur Kota Bandung; 
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung; 
12. Para Camat se-Kota Bandung; 
13. Para Lurah se-Kota Bandung. 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk Lampiran, silahkan hubungi : 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 
Bandung 

 
 

 

 

 

 

 
 


